181 KADES DAN LURAH DI BREBES DAPAT HADIAH MOTOR BARU DARI
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Sumber Gambar:
https://radartegal.disway.id/upload/a332fdf0628c17da24492a5c4aca7295.jpg

Isi Berita:

RADAR TEGAL - Sebanyak 181 Kades (kepala desa) dan Lurah di Kabupaten Brebes
dapat hadiah motor baru dari Pemkab. Motor tersebut bukan untuk pribadi melainkan
untuk kendaraan dinas.

Hadiah motor baru untuk Kades dan Lurah di Kabupaten Brebes awal tahun 2024 ini
diberikan Pemkab tanpa syarat. Ini berbeda dengan pemberian tahun 2023 lalu dimana
Kades dan Lurah yang dapat hadiah harus lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Seperti diketahui, pada 2023 lalu, Pemkab memberikan motor untuk 116 Kades dan Lurah
di Kabupaten Brebes. Sepeda motor tersebut diberikan kepada desa-desa yang sudah
lunas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) per 31 Desember 2022.
Sepeda motor baru hadiah untuk Kades dan Lurah yang lunas PBB ini mulai dibagikan
ke 116 desa pada Rabu 4 Oktober 2023. Anggaran yang Pemkab kucurkan untuk kegiatan
ini kurang lebih sekitar Rp3,7 miliar.

Nah pada awal 2024 ini, ratusan kepala desa dan lurah di Kabupaten Brebes menerima
hadiah sepeda motor Yamaha NMax keluaran terbaru. Pemberian motor dinas dari
Pemkab ini tanpa syarat untuk kendaraan dinas.

“Awal tahun 2024 ini kita serahkan untuk 181 Kades atau Lurah (tanpa syarat lunas PBB).
Ini dimaksudkan untuk memotivasi percepatan penarikan PBB P2 Tahun 2024 agar bisa
lunas tunggakan 2018-2023 dan percepatan lunas PBB P2 Tahun 2024,” kata Asisten
Sekda Brebes Bidang Administrasi Umum, Eko Supriyanto, Senin 29 Januari 2024.
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Dia menuturkan, ada 292 kepala desa dan 5 lurah di Kabupaten Brebes. Secara
keseluruhan sudah menerima bantuan operasional sepeda motor tersebut.

Pembagian bantuan sepeda motor ini juga sebelumnya telah diserahkan untuk kades/lurah
yang lunas PBB 2023 sebanyak 116 unit.

“Tahun kemarin 116 untuk kades/lurah yang lunas PBB 2023. Awal tahun 2024 ini kita
serahkan untuk 181 Kades/Lurah (tanpa syarat lunas PBB),” tandasnya sebagaimana
dilansir radartegal.disway.id.

Demikian informasi terkait 181 Kades dan Lurah di Brebes dapat hadiah motor baru dari
Pemkab tanpa syarat. Semoga bermanfaat. (*)

Sumber Berita:

1. https://radarcbs.com/181-kades-dan-lurah-di-brebes-dapat-hadiah-motor-baru-dari-
pemkab-tanpa-syarat/, “181 Kades dan Lurah di Brebes Dapat Hadiah Motor Baru dari
Pemkab Tanpa Syarat”, tanggal 30 Januari 2024.

2. https://radartegal.disway.id/read/685020/anggaran-capai-miliaran-181-unit-motor-
baru-dibagikan-ke-desa-dan-kelurahan-di-brebes-demi-hal-ini, “Anggaran  Capai
Miliaran, 181 Unit Motor Baru Dibagikan ke Desa dan Kelurahan di Brebes Demi Hal
Ini”, tanggal 30 Januari 2024.

Catatan :

% Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Sebanyak 181 Kades (kepala
desa) dan Lurah di Kabupaten Brebes dapat hadiah motor baru dari Pemkab. Motor
tersebut bukan untuk pribadi melainkan untuk kendaraan dinas. Hadiah motor baru
untuk Kades dan Lurah di Kabupaten Brebes awal tahun 2024 ini diberikan Pemkab
tanpa syarat. Ini berbeda dengan pemberian tahun 2023 lalu dimana Kades dan Lurah
yang dapat hadiah harus lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

%+ Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak
daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring
perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka
sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien
terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemernitah daerah
yang adail, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu
disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.

% Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

o
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Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat!. Secara garis
besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh
pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah
kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah
provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen
Pajak MBLB?. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota
terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak
Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB?3. Dokumen yang digunakan
sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan
Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)*.

%+ PBB merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.
Sesuai Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2
adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

+» Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.® Yang dikecualikan dari
objek PBB-P2 adalah® kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas: a. Bumi
dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor
penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang
milik Daerah; b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan sematamata untuk
melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, liesehatan,
pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh
keuntungan; c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat
makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; d. Bumi yang
merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah
penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu
hak; e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan
konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. Bumi dan/atau Bangunan yang
digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan

! Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keungan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

2 |bid, Pasal 4 ayat (1)

3 Ibid, Pasal 4 ayat (2)

4 Ibid, Pasal 5 ayat (3)

® Ibid, Pasal 38 ayat (1)

® |bid Pasal 38 ayat (3)

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah/Titik Wijayanti



Peraturan Menteri; g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya
terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transifl, atau yang
sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP
tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan i. Bumi dan/atau Bangunan yang
dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai
suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki,
menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.” Wajib Pajak PBB-P2
adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi
dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau
memperoleh manfaat atas Bangunan.®

X/
L X4

e Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah

a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya,
badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak
secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah
Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemapuan Keuangan Daerah setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan
pemerintahan Piihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang

Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

" Ibid, pasal 39 ayat (1)
8 Ibid, Pasal 39 ayat (2)
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a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya,
badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak
secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai
dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja
urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program,
kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam
mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan
manfaat untuk masyarakat.

d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi
Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.

e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang
bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan
perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah
memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau
bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial
kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan
keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui
pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja
perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang
didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi
kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan
hibah yang diterimanya.

g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan
peraturan kepala daerah.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah/Titik Wijayanti



Disclaimer :
Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat

suatu instansi
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